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ABSTRAK :

CATATAN

PENJELASAN

PERATURAN WALI KOTA KUPANG INI DISUSUN
DEMI PENINGKATAN KINERJA PELAYANAN
ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DI PEMERINTAH
KOTA KUPANG MAKA PERLU DILAKUKUKAN
PENATAAN SISTEM DAN PROSEDUR DENGAN
ADANYA PENERAPAN STANDAR OPERASIONAL
PROSEDUR (SOP).
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